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Suatu Tinjauzn Terhadsp Penerapan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2004 lentang Parubanan Alas

Sreesl ol David Johnie. Bemibunbing 1. H), Zatara, SH MH Famibwnbig 2 Daswirman W SH AMAH

Keberadaan yayasan merspakan suatu kebutuhan bagi masyarakal yang manginginkan adanya
lembaga yang hersifat dan bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Lahirnya Undang-Undang
Momor 28 Tehun 2004 tentang Perubzhan Atas Undang-Undang Nemar 16 Tahun 2001 tenlang Yayasan
membarikan kepastizn hukum bagi perkembangan ygyasan i Indanesia Di masa lalu yayasan banyzk

Undang-Undang Nomar 16 Tahun 2001 lentzng Yapasan
Qleh Yayasan AFTA sehagai Badan Hukum

ABSTRAK

dimanfaatkan uniuk mancar keunlungan semata lerulama DEQE para pendiri dan pengurus yayvasan Maka
clzh karena itu pamerintah mengelusrkan suaty seraturzn perdndang-undangan untuk mengaembalikan
fungst yayasan dan memperegas kebersdaan yayasan sR8hzgal badan hukum, Adapun osrdenusan |
masslah yaile bagzimzna penerapan Undang-Undang Mamar 25 Tahun 2004 ternadap pendirian yayasan |
AFTA, bzgoimana tugas pokok dan peranan argan-organ yayasan AFTA dan kendala-kendata apa saja
yang dihadapi afeh yayasan AFTA dalam rangka penerapan Undang-Undang Namor 28 Tahun 2004 dan
upzyz penyelesalannya. Pensfitian ini bersifat yuridis sosiologis yaitu  pendekatzn yvang dilakukan
tangsung dilapangan untuk memperaleh dala primer dengan melakukan wawansara. Hasil panelitian ini
acalzh behwa yayasan AFTA belum menerapkan Undang-LUindang Nomaor 28 Tahun 2004, hal ini terlihat
tan belum adanya dilakukan penyesuaian lethadap anggaran dasar yayazan AFTA dengan kewentuan
Undang-Undzang Momor 28 Tahun 2004, Penulis menyarankan apar yayasan AFTA =egera melakukan
penyasualan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004,
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BARI

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Yavasan vang kita kenal saal ini sebenamya merupakan peninpealan
Pemerintzhan Belanda. 1 masa penjajaban Belanda, badan ind dikenal dengan
nama  stichiong sedangkan di Indonesia disebut sebagai yavesan,  Namun
pengaturannva dalam suatn perundang-undangan sendin, barw ade pada tahun
2001 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Momer 16 Tahun 2001 tentang
ravasan, vang kemudian dirubab denpgan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
tentang perubaban atas Undang-Undane Nomaor 16 Tahun 2001 temang Yayasan.
Sebelum lahimya Undang-Uindang Namar 16 Tahun 2001 tentang Yavasan ini,
pendinian yavasan & Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dalam
Mmasva dkal. dokinnm, dan vunisprudensi.

Yavasan akan dilemur apabila terdapat pemisaban harta modal Wil
disedizkan untuk maksud-maksud tementn, sedangkan maksud dan wjuan dar
vayasan adalah umtuk suatu oouan idil dalam lapangan keapamaan, fhn
pengetaliuan,  kesosialan  dan s.ehaga:'n_vu' Yavazan sesum dengan  sifar
pembentukannya adalab suatu badan Tukom yang berujuan sosial kemanusiaan,
akan tetapn pada prakieknya sebelum berlakunya Undang-Undane Nomor 16
Tahun 2000 tentang ¥avasan, vavasan hanyvak dipereunakan schagai salah satu

sirang ataln beatuk usaha yang digusakan vnik dapat memperkect] kewayiban

s Ackmad fehsan, 1995, Hiden Do, BT Pradnen Paranicn, Jakasta, bat 116



perpajakan. Selain il vayasan sering kali dipakal untuk memperoleh keunmingan
sebesar-besamya bagl  pendin, pengurus  das pengawas  yayasan VRN
bersanpkulan”

Perolchan keuntungan sebesar-besarmya ini dapat dilihar dimana vayasan
menjadi banvak mendommasi kepiatan ckonomi melalui berbags badan usaha
vang dilakukannya Yayasan menjadi semacam payung guna menyviasati kepiatan
yvang tidak lag bertujuan dibidang sosial, keagamaan, keschatan, pendidikan dan
lain-Tain, Lebih buruk lagi vayasan dijadikan tempat untuk menyembiusyikan
harta pendininya vang hal i disebabkan karena pada masa lalu dalam anggaran
dasar vayasan diatur adanva anggota abadi dimana pendini menulivn kekuasaan
mutlak dan abadi. Dengan demikian telah terjmli suatu penyimpangan dan
pergeseran sifat dan tujnan ash dan vayasan terselnn,

Dempan dwndangkannya Undang-Undang Nomer 28 Tabun 2004 tentang
Perubahan atas Undans-Urdang homor 16 Taher 2007 tentang Yavasan vang
mulae herlaku tanggal 6 Okwber 2003, menunjukkan adanva  keserinsan
pemerintith dalam pembentukan hukum barn. Dengan pengaturan tessebut vayasan
ditegaskan schapal badan hukwm, sehingea mempunvai Jandasan hokum yang
kual dalam melaksanakan kegiatan sesuat dengan maksud dan tujuannya yang
telah thitnangkan dalam anggaran dasar pada saat di dirikannya vayasan tersehut,
serta tidak gkan lagi terjadi penyimpangan dan pergeseran tujuan vayasan seperts

vang terjaudi di masa lalu.

Gunawan Wedpaa: 2002, S Paodbaer Ksmeechions’ Vaneene ( Iadoensie, BT, Elex Media
Rompidinbe, Jakana, lkal 2
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HAL IV

PENUTUPR

A, Kesimpulan
Berpedoman kepada seluruh uragian vang telah dikemukakan bab-Lal
terdahnly, maka dapat disumpulian schagar berikn
- Wavasan AFTA dalam pendinamnva telah didasarkan kepada Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yavasan, Tetapi sampal saa
penelitian i dilakokan Yavasan AFTA im masih belum menyesuaikan
Angiaran Dasamva dengan Undang-oundacy SNomor 28 Tahen 2004
tentang Perubahan atas ndeng-undang Moot 16 Tahun 2001
2, Tugas pokok dan peranan daci organ Yavaesan AFTA
. Pembina
1y Menpubah Aneearan Dasar:
2} :'-.-lr.'ngangl-:a[ dan memberhentkan ngeola Fengurus dan ANzl
Pengawas:
31 Menetapkan kelnjakan umuem yayvasan berdasarkan anggaran dasar;
41 Mengesahkan program kerja dan rancangan angparan tahunan
vayasan vang disiapkan oleh pengurs:
b Penpurus
Iy Melaksanakan kepenpurusan vavasan demi mencapai maksud dan
tguan yavasan dengan memperhaitkan berenuan dalam ATIEEATHEN

Crasar dan Peraiuran Ferundane-undenpan vans beclaku
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